
 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

  PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 91 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan 

Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, JawaBarat 

Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2021 Nomor 7/A); 

22. Peraturan  Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun  
2022  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2022 Nomor 6/A); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor         
6/A); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN   

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN  
2022. 

Pasal  1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli 
Daerah  

 Rp 522.526.189.811,56 
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b. Pendapatan Transfer  Rp 2.149.692.914.189,10 

c. Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah 

 Rp 15.730.205.025,00 

 Jumlah Pendapatan  Rp 2.687.949.309.025,66 

2. Belanja Daerah  
a. Belanja Operasi  

1) Belanja Pegawai  Rp 978.215.227.457,00   
2) Belanja Barang 

dan Jasa 
 Rp 816.054.795.516,71 

3) Belanja Subsidi  Rp 0,00 
4) Belanja Hibah  Rp 162.731.065.995,56   

5) Belanja Bantuan 
Sosial 

 Rp 33.129.135.000,00 

b. Belanja Modal  
1) Belanja Modal 

Tanah 
 Rp 36.929.528.360,00   

2) Belanja Modal 
Peralatan dan 

Mesin 

 Rp 102.972.415.257,46 

3) Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

 Rp  124.925.066.175,00  

4) Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 

 Rp  90.462.037.876,00  

5) Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

 Rp  428.042.142,00  

6) Belanja Modal Aset 
Lainnya 

 Rp  2.766.518.893,96  

c. Belanja Tidak Terduga  
1) Belanja Tidak 

Terduga 

 Rp 6.433.084.531,00 

d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil  Rp  15.316.351.181,00  
2) Belanja Bantuan 

Keuangan 
 Rp  508.573.079.451,00  

Jumlah Belanja 

Daerah 

 Rp 2.878.936.347.836,69 

Defisit  Rp (190.987.038.811,03) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

Pembiayaan 

 Rp 591.966.684.686,22 

b. Pengeluaran 
Pembiayaan 

 Rp 31.889.000.000,00 

 Pembiayaan Netto  Rp 560.077.684.686,22 

 Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan 

 Rp 369.090.645.875,19 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal 4 Agustus 2023   

BUPATI JOMBANG, 

ttd 

 

 MUNDJIDAH WAHAB 

 

 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 4 Agustus 2023   

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 

 

        ttd 

 

AGUS PURNOMO   
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 91/A 
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